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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Negara dalam rangka menjalankan sistem pemerintahannya diperlukan suatu 

model pemerintahan yang nantinya akan menjadi suatu dasar dalam 

penyelenggaraannya. Dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan ini, diperlukan 

adanya suatu kekuasaan. Negara hukum modern sampai saat ini mengenal adanya 

tiga cabang kekusaaan pemerintahan yang dicetuskan oleh Montesquieu, yakni 

kekuasaan membuat Undang-Undang (Legislatif), kekuasaan untuk 

menyelenggarakan Undang-Undang (Eksekutif), serta kekuasaan untuk mengawasi 

agar semua peraturan ditaati (Yudikatif).1 Montesquieu juga menyatakan didalam 

menyelenggarakan suatu pemerintahan, haruslah terdapat pemisahan kekuasaannya 

(separation of power) baik dalam lembaga yang akan menyelenggarakan 

pemerintahan atau di dalam fungsinya.2 

Pengertian yang sudah ada sejak lama yang tentu tidak lepas dari aspek 

etimologinya serta berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” (rakyat) dan 

“kratein/kratos” (kekuasaan/berkuasa) yang berarti rakyat yang berkuasa atau 

“government by the people”. Pemahaman terhadap Demokrasi ini sangat erat 

kaitannya dengan ajaran atau pemahaman tentang teori kedaulatan rakyat, yang 

dimana memiliki sebuah esensi kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. 

Negara Indonesia dalam menjalankan proses pemerintahannya menerapkan 

 
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 152. 
2 Indra Rahmatullah, Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di 

Indonesia, Vol. 1 No. 2, Jurnal Cita Hukum 2013, hlm. 216 
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pemahaman ini yang dimana pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. 

Atas dasar itu maka harus ditanamkan bersama bahwa kekuasaan itu sendiri datang 

dari rakyat, oleh rakyat serta untuk rakyat dan seharusnya dijalankan bersama sama 

oleh rakyat. Dengan sistem Demokrasi ini, semua warga Negara mempunyai suatu 

hak, kewajiban, kedudukan, serta kekuasaan dalam menjalankan kehidupan 

pribadainya dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan suatu Negara.  

Bentuk dari partisipasi warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan ini 

bisa secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang dipilihnya serta dinilai 

dapat menjadi wadah partisipasi warga negara terhadap Negara itu sendiri. Negara 

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Hal 

ini tampak pada bunyi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (selanjutnya 

disingkat UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:3 “Kedaulatan berada 

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 

Artinya dengan ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia melimpahkan delegasi 

kekuasaannya kepada rakyatnya untuk menjalankan pemerintahan atau bernegara 

selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan Undang-Undang 

sebagai dasar penyelenggarannya. Atas dasar itu pula, harus dimaknai dengan 

seksama bahwa kekuasaan dalam bernegara datangnya dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat pula.  

UUD NRI 1945 dalam pasal-pasalnya memang tidak secara eksplisit 

menyebutkan bahwa Indonesia menganut sistem Demokrasi, tetapi apa yang tertulis 

didalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 sudah cukup mengandung makna bahwa pasal 

tersebut merupakan manifestasi dari demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hal seperti ini 

juga dapat dilihat dari tujuan pembentukan Negara Indonesia yang terdapat pada 

Preambule Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang memiliki tujuan  

 
3 Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) 
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melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial, maka dibentuklah negara Indonesia ini yang berdasarkan 

kedaulatan rakyat, dimana kedaulatan rakyat tersebut dijalankan oleh Undang-

Undang Dasar.4 

Makna kedaulatan rakyat ini jika didefinisikan secara sederhana memiliki sebuah 

pengertian kekuasaan tunggal dan tertinggi sebuah negara berada di tangan rakyat. 

Menurut Jean Jacques Roseau: Manusia itu berdaulat penuh atas dirinya, ia memiliki 

hak-hak yang lahir dari serta atas dirinya pula. Kelebihan dari suatu individu tidak 

lebih dan tidak kurang pula. Di dalam kedaulatan yang setara itu tidak akan mungkin 

ditemukan ada nya kemajuan, maka dari itu manusia harus menyerahkan bersama 

sama kedaulatan nya untuk menjadi rakyat atau masyarakat, lalu melaksanakan 

pemerintahan. Serta penyerahan mandat kedaulatan itu harus di barengi dengan syarat 

harus turut serta untuk menyerahkan keinginan umum, yang akan dijadikan keinginan 

negara. Oleh karena itu, penyerahan mandat kekuasaan yang  bersifat sukarela dari 

rakyat kepada suatu organisasi yang bernama Negara, semata mata bertujuan untuk 

menjalankan roda pemerintahan yang harus berdasarkan keinginan rakyat pula5 

Jika dikaitkan dengan pengadopsian demokrasi yang ada di Indonesia, bahwa 

demokrasi berfungsi sebagai asas dalam penyelenggaraan negara. Indonesia dalam 

menjalankan roda pemerintahan nya haruslah berdasarkan konstitusi yang dalam hal 

ini adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga 

pendelegasian mandat kekuasaan dari rakyat kepada Negara harus berdasarkan 

prosedur konstitusional. Oleh karena itu kedaulatan rakyat bisa diartikan sebagai 

 
4 Muhammad Saeful Mu’min dan Sanusi, Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold Terhadap 

Kursi Parlemen, Jurnal Hukum Responsif,Vol.11 No.1, 2020 
5 Tata Strata, Hufron, Sri Setyadji, Ambang Batas Parlemen (Perliamentary Threshold) Dan Asas 

Demokrasi, Jurnal Akrab Juara, Vol. 4 No.5, 2019 
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Demokrasi. Rumusan kedaulatan rakyat yang tertuang dalam UUD NRI 1945 

mengartikan bahwa dalam kehidupan bernegara, rakyat lah yang mempunyai posisi 

paling sentral dan utama sebagaimana pada pasal 1 ayat (2). 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara 

Indonesia selama ini telah mengalami berbagai macam perubahan, sampai saat ini 

perdebatan mengenai sistem pemerintahan masih cukup hangat dibicarakan. Hal ini 

berkenaan dengan maksud untuk mencari sistem yang ideal untuk dapat diterapkan di 

Indonesia, fokus utama dalam setiap perbincangan mengenai UUD 1945 adalah 

bertujuan untuk mencari kepastian sistem pemerintahan yang berkaitan dengan 

hukum ketatanegaraan. Sejak dibentuknya negara Indonesia para pendiri bangsa ini 

telah merumuskan sistem pemerintahan berbentuk presidensial, bentuk ini lah yang 

menurut hemat para pendiri bangsa ini merupakan sistem yang ideal dan cocok 

diterapkan di Indonesia6. Hal ini dapat kita lihat pada kesepakatan para founding 

father kita dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 

pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni dan 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang 

sepakat untuk menerapkan sistem presidensil.7 Terdapat beberapa pokok pikiran yang 

termanifestasikan dalam perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 

empat diantara pokok pikiran tersebut adalah: 

a) Penegasan sistem presidensil 

b) Pemisahan kekuasaan serta prinsip check and balances 

c) Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan   

saling melengkapi secara komplamenter; 

 
6 Zainal A.M. Husein, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi : Serpihan Pemikiran Hukum, 

Media dan HAM Prof. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 108. 
7 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem 

Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 48 
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d) Penguatan   cita   persatuan   dan keragaman dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia8 

 

Selain sistem presidensil Indonesia juga pernah menerapkan sistem parlementer 

sebagai sistem pemerintahannya namun sistem ini dinilai gagal diterapkan, sehingga 

dengan diamandemennya UUD 1945 mengembalikan dan mempertegas sistem 

presidensil menjadi sistem pemerintahan Indonesia 9, seperti yang terdapat pada 

bagian penjelasan UUD 1945 yang mengartikulasikan pengadopsian “Sistem 

Presidensil” sebagai dasar penyelenggaraan negara secara gamblang dan tegas10. 

Apabila kita perhatikan ciri-ciri daripada sistem presidensil yang terdapat dalam 

Undang-Undang NRI 1945, maka dapat kita pahami bahwa sistem presidensil saat ini 

telah mengalami pemurnian akibat daripada perubahan atau amandemen UUD NRI 

1945, hal ini bisa kita lihat dari mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

yang saat ini dilakukan secara langsung, pemakzulan presiden  melalui lembaga 

yudikatif atau peradilan, ketentuan Presiden tidak dapat membubarkan lembaga 

legislatif atau parlemen, serta penegasan DPR sebagai lembaga yang mempunyai 

kekuasaan membentuk suatu Undang-Undang.11 Implikasi lain daripada pemurnian 

sistem presidensil ini dapat dilihat dengan presiden tidak lagi sebagai mandataris 

MPR yang dapat diberhentikan dengan mudah oleh MPR masa jabatan nya serta 

melakukan pertanggung jawaban langsung kepada rakyat bukan kepada MPR lagi 12 

 
8 Jimly Asshiddiqie, Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  Keempat  UUD  Tahun  

1945, makalah  disampaikan  pada  Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional VIII  yang  

diselenggarakan  oleh  BPHN Dephukham RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 2. 
9 Mahmuzar, Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, 

Nusa Media, Bandung, 2010 
10 Tutik, T. T, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia PascaAmandemen UUD 1945, Kencana, 

Jakarta, 2011 
11 Retno Saraswati, Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif, Jurnal Masalah-Masalah 

Hukum, Vol.41, No. 1, 2012 
12 M. Yasin al-Arif,  Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945, Jurnal 

Hukum IUS QUIA IUSTU, Vol. 22 No. 2, 2015 
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Sistem pemerintahan presidensil merupakan sistem dimana lembaga eksekutif 

atau Presiden tidak memiliki kewajiban serta tanggungjawab kepada lembaga 

legislatif, hal ini dikarenakan terdapat sebuah pemisahan pemegang kekuasaan 

lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam suatu pemerintahan dengan sistem 

Presidensil, Presiden memiliki suatu masa jabatan yang telah diatur oleh konstitusi 

(fixed term) negaranya. Serta dalam sistem presidensil jabatan presiden tidak dapat 

dijatuhkan atau diturunkan oleh lembaga legislatif akibat alasan politik melainkan 

hanya melalui alasan yang melanggar konstitusi dan mekanisme yang telah terdapat 

dalam konstitusi. Dalam sistem pemerintahan presidensial juga kedudukan antara 

ketiga kekuasaan pada negara berada dalam posisi yang setara, sehingga tidak dapat 

saling menjatuhkan kecuali dengan alasan serta mekanisme yang disepakati oleh 

konstitusi13. 

Isi daripada pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945 sudah cukup menjadi acuan hukum 

konstitusional pelaksaanaan sistem presidensil di Indonesia. Amanat yang termuat 

pada pasal tersebut seharusnya sudah dapat meredam kemungkinan adanya potensi-

potensi di parlemen untuk dapat menjatuhkan Presiden seperti yang terjadi beberapa 

tahun silam. Seperti yang kita ketahui bersama, kedudukan Presiden dalam sistem 

presidensil memiliki kedudukan yang sangat tinggi atau dapat dibilang sebagai 

puncak pemerintahan, dengan ini seharusnya berimplikasi pada indepedensi presiden 

dalam menyusun formulasi kebijakan dengan para kabinetnya dan keputusan lain 

yang bersifat mewakili keputusan Negara. Tetapi dalam rangka menjalankan 

pemerintahan, lembaga eksekutif atau Presiden membutuhkan rekan kritis atau 

komponen yang dapat bersinergi dalam rangka membagi kekuasaannya atau yang 

sering kita kenal sebagai teori “Check and Balances”, maka dari itu diperlukan 

peninjauan terhadap posisi dan peran parlemen serta partai politik agar kiranya dapat 

berperan dengan positif guna membuat sistem presidensil berjalan dengan efektif.  

 
13 Jazim Hamidi M L, Hukum Lembaga Ke Presidenan Indonesia, P.T. Alumni Bandung, Bandung 

2010 
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Dalam praktiknya ditengah pemurnian serta menguatnya sistem presidensil di 

Indonesia dengan amandemen UUD NRI 1945 ternyata otoritas kewenangan Presiden 

yang menjadi kepala negara serta kepala pemerintahan masih diperlukan tenaga untuk 

dapat menghindari kompleksitas gejolak politik yang terjadi dalam parlemen, hal 

seperti ini seharusnya dapat dihindari dalam rangka amanah yang diberikan oleh 

sistem presidensil memberikan otoritas serta kewenangan presiden lebih tinggi 

daripada lembaga pemerintahan yang lain. Sehingga dalam rangka menjalankan 

kekuasaannya, Pemerintah sering tersandera oleh politikus - politikus yang ada di 

parlemen dan ini tidak berakibat baik pada pendewasaan sistem presidensial. Realitas 

saat ini menunjukkan perkembangan sistem presidensil yang tidak baik, faktanya 

sistem presidensil dihadapi dengan masih adanya sistem multi partai yang seharusnya 

lebih efektif apabila diterapkan pada sistem parlementer bukan presidensil. Sehingga 

legitimasi kekuasaan yang dilimpahkan rakyat kepada Presiden pada saat pemilihan 

presiden masih tidak berguna ketika menghadapi elit partai14. 

Hal yang tentu menjadi permasalahan dalam sistem  demokrasi presidensial tidak 

lain dan tidak bukan adalah merebaknya sistem multi partai di parlemen dan tidak 

adanya partai dominan seperti yang dijelaskan diatas. Atas dasar penguatan sistem 

presidensial seharusnya sistem ini didukung dengan sistem kepartaian yang 

kompatibel. Hal ini didasari dengan pengalaman negara-negara yang telah sukses 

menerapkan sistem presidensial yang didukung juga dengan sistem kepartaian yang 

kompatibel yaitu sistem dwi partai yang sangat efektif bila di terapkan pada sistem 

presidensil. Akibat daripada banyaknya partai yang ada di parlemen ini sangat 

berpengaruh dalam efektifitas pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia, akibat 

daripada praktek ini adalah tidak independennya Presiden dalam membentuk kabinet 

yang akan membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya. Penyusunan kabinet 

adalah wilayah atau kewenangan preogratif dari Presiden tetapi dalam praktiknya 

penyusunan kabinet ini tidak hanya kewenangan murni yang dipenuhi semata mata 

 
14 M. Yasin al-Arif, Op.cit., Hal 239-240 
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untuk dapat membantu Presiden melaksanakan segala tugas dan fungsinya yang 

sangat beragam, melainkan sudah dicampuri oleh akomodasi politik serta intervensi 

dari berbagai elit - elit partai seperti misalnya yang terjadi pada kabinet Susilo 

Bambang Yudhoyono periode pertama (2004-2009) terdapat 16 orang Menteri yang 

terafiliasi partai politik yakni  (Golkar 2, PKB 2, PBB 2, PKS 3, PAN 2, PPP 2, 

Demokrat 2, PKPI 1), kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhono periode ke-2 ( 

2019-2024) terdapat Menteri yang terafiliasi dengan parpol sejumlah 21 orang (2 

PAN, 4 Golkar, 6 Demokrat, 4 PKS, 2 PKB, 3 PPP)15.Hal ini terjadi juga pada 

kabinet Presiden Joko Widodo periode pertama (2014-2019) dimana terdapat 14 

menteri yang berafiliasi kepada partai politik yakni 4 Menteri dari Partai PDIP, 4 

nama dari Partai PKB, 3 orang dari Partai NasDem, 2 menteri dari Partai Hanura, dan 

1 orang dari Partai PPP16. Sementara itu, ada 20 menteri (59%) yang berasal dari 

kalangan profesional dengan berbagai latar belakang, pada kabinet Presiden Joko 

Widodo periode ke-2 terdapat sebanyak 18 menteri yang berafiliasi dengan partai 

politik yakni 4 menteri dari Partai PDIP, 4 Menteri dari Partai Golkar, 3 Menteri dari 

Partai PKB, 3 Menteri dari Partai Nasdem, 2 Menteri dari Partai Gerindra, 1 Partai 

menteri dari Partai PPP, dan 1 Menteri dari Partai PAN17. Hal ini berkenaan dengan 

tujuan penyeimbangan kekuasaan oleh Presiden agar kiranya kebijakan atau 

keputusan yang ia ambil dapat memanifestasikan kepentingan partai politik yang ada 

di parlemen serta tidak diintervensi oleh kalangan politisi partai yang ada di 

parlemen. Dampak lain akibat hadirnya sistem presidensial dicampuri dengan sistem 

multi partai adalah kemungkinan munculnya pemerintahan yang terbelah. 

 
15 Dewi Nurita, “Menteri Partai vs Profesional; Perbandingan Era SBY dan Jokowi” 

https://nasional.tempo.co/read/1236165/menteri-partai-vs-profesional-perbandingan-era-sby-dan-

jokowi,  (diakses pada 05 Oktober 2022, pukul 23.43). 
16 Detik News, “Kabinet Kerja Jokowi: 14 Menteri dari Parpol, 20 Profesional” 

https://news.detik.com/berita/d-2729985/kabinet-kerja-jokowi-14-menteri-dari-parpol-20-profesional, 

(diakses pada 05 Oktober 2022, pukul 23.57)  
17 Reza Pahlevi, “Kini Ada 18 Menteri Berlatar Parpol di Kabinet Jokowi, Partai Mana Terbanyak?” 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/kini-ada-18-menteri-berlatar-parpol-di-kabinet-

jokowi-partai-mana-terbanyak, (diakses pada 06 Oktober 2022, pukul 08.24)  
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Pemerintahan terbelah ini mengakibatkan ketidaksinambungan kebijakan atau 

keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden jika dikaitkan dengan aspirasi yang ada 

pada parlemen serta menyebabkan perselisihan dan agenda politik yang saling 

bersebrangan18. 

 Dampak lainnya yang dapat muncul jika sistem multipartai dicampuri dengan 

sistem presidensial adalah rapuhnya ikatan kerja sama atau koalisi antar partai pada 

saat akan diselenggarakannya Pemilu, hal ini dilatar belakangi oleh partai yang 

bekerja sama hanya atas dasar merebut kekuasaan saja bukan berdasarkan persamaan 

pendapat, visi dan tujuan. Akibat yang lain ialah adanya kontrol parlemen kepada 

pemerintah19.  Terlebih sistem multipartai ekstrim yang menjadi realita Indonesia saat 

ini menimbulkan munculnya polarisasi hubungan kerjasama partai ketika di 

parlemen. Kondisi multi partai ekstrim ini juga sudah menjadi konsekuensi logis dari 

banyak partai peserta pemilu di Indonesia yang akan menyebabkan partai politik 

untuk salinng bekerja sama meraih kekuasaan sehingga akan terjadi kontrol terhadap 

pemerintah. Hubungan antar partai yang bekerjasam cenderung rapuh dan akan 

berdampak kepada stabilitas pemerintahan presidensial20 .Hal ini sangat berdampak 

tidak baik pada penguatan atau pendewasaan sistem presidensial di Indonesia.  

Negara Indonesia yang mengadopsi asas demokrasi ini dalam rangka 

menjalankan pemerintahannya memilih suatu demokrasi secara langsung sebagai 

alternatif penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada negara. Pengadopsian sistem 

tersebut mengartikan Indonesia sebagai negara hukum mengakui supremasi dari tiap 

warga negara untuk dapat berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam menjalankan 

pemerintahan. Salah satu sarana yang diberikan dalam mewujudkan kedaulatan 

rakyat ini salah satunya adalah dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum 

 
18 Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada,  Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 220 
19 Hanta Yudha A.R., Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2010 
20 Ibid., hlm 133 
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(Pemilu)21. Pemilu ini merupakan sebuah wadah penyaluran asas kedaulatan rakyat, 

yang dimana memiliki esensi sebagai perwujudan dan pengakuan hak politik 

rakyatnya, sekaligus penyerahan kekuasaan daripada rakyat kepada wakilnya yang 

dapat dipercaya untuk dapat menunaikan hak dan kewajibannya22 

Setiap mendekati akan diselenggarakannya Pemilu biasanya partai politik akan 

menunjukkan sikap terkait bagaimana pandangan mereka terhadap sistematis serta 

prosedur pelaksanaan pemilu yang ideal, hal ini biasanya termanifestasikan oleh 

anggota partai politik yang ada di parlemen untuk membahas rancangan atau merevisi 

dasar hukum tentang pelaksanaan pemilu tersebut. Berbagai macam perdebatan yang 

berupaya untuk menemukan sebuah konsensus dasar hukum pelaksanaan pemilu 

sampai saat ini belum kunjung selesai, seluruh politisi di parlemen maupun praktisi 

masih mencari formatan serta metode yang ideal terkait pemilu yang dikehendaki. 

Selama proses itu berlangsung, masih banyak terdapat protes serta penolakan 

terhadap dasar hukum pemilu ini, implikasi nya dapat kita telusuri bersama dengan 

misalnya masih banyak terjadi revisi terhadap produk politik hukum ini yang akan 

terus mencoba menampilkan posisi sebagai tiang daripada pelaksanaan demokrasi23 

Bahasan yang cukup menarik menjelang pemilu adalah terkait perdebatan yang 

berupaya untuk mencari indikator maupun ukuran yang ideal daripada ambang batas 

parlemen (Parliamentary Threshold). Ambang batas parlemen adalah sebuah ukuran 

perolehan suara sah secara nasional yang diperoleh partai politik untuk dapat menjadi 

peserta pemilu legislatif dan kemudian dapat mengirimkan politisi partainya sebagai 

anggota legislatif atau syarat besaran perolehan yang akan menjadi penentu partai 

politik untuk  masuk ke dalam parlemen, yang perhitungannya dilakukan setelah 

 
21 Refly Harun, Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan, 

Rajawali Pers, Jakarta 2016, hlm. 58. 
22 A.S.S Tambunan,  Pemilu di Indonesia, Susunan dan Kedudukan MPR,DPR dan DPRD, Bina Cipta, 

Bandung, 1986 
23 Wasisto Raharjo Jati, Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif : 

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, Jurnal Yudisial, Vol.6, No. 2 2013 
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jumlah suara daripada partai politik diketahui seluruhnya kemudian dibagi dengan 

jumlah suara sah secara nasional24.  Ambang batas parlemen ini sangat berkaitan 

dengan upaya yang dapat dilakukan dalam menekan jumlah partai politik yang ada di 

parlemen atau penyederhanaan partai yang kelak juga akan berujung kepada 

penguatan sistem presidensil.  

Ambang batas parlemen ini pertama kali mulai diberlakukan pada pemilu tahun 

2009 yaitu dengan ukuran sebesar 2,5% ketentuan ini berdasarkan pada isi pasal 202 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD. Baru kemudian pada penyelenggaraan pemilu tahun 2014 besaran 

ambang batas parlemen ini meningkat menjadi 3.5% hal ini berdasarkan ketentuan 

pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 

DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian selanjutnya pada penyelenggaraan pemilu 

berikutnya ternyata besaran ambang batas parlemen ini meningkat lagi, pada tahun 

2019 besaran ambang batas parlemen sebesar 4% yang tentu saja hal ini berdasarkan 

ketentuan Undang Undang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD yakni Pasal 414 

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Besaran ini cukup mengundang perdebatan 

para cendekiawan maupun para ahli, banyak pihak yang pro dan kontra terhadap 

ketentuan ini25. 

Berdasarkan ketentuan diatas, pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009 dari 

sekitar 38 partai politik yang menjadi peserta pemilu hanya Sembilan yang lolos 

ketentuan ambang batas parlemen sebesar 2,5 tersebut, yaitu : partai Demokrat, partai 

Golkar, partai PDIP, partai PKS, partai PKB, partai PAN, partai PPP, partai Gerindra 

dan juga Hanura. Sama hal nya seperti tahun 2009 ketentuan ambang batas parlemen 

telah berhasil mengkikis jumlah partai yang ikut serta dalam pemilu untuk dapat 

 
24 Sunny Ummul Firdaus, Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang 

Demokratis, Jurnal Konstitusi, Vol. 8., Mahkamah Konstitusi  Jakarta, 2010 
25 Teta Anisah, Dinamika pengaturan parliamentary threshold dalam sistem ketatanegaraan republik 

Indonesia, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung , 2019 
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mengirim wakil nya ke kursi parlemen DPR RI, pada pelaksanaan pemilu tahun 2014 

dari jumlah 12 partai yang mengikuti pelaksanaan Pemilu, hanya terdapat sepuluh 

jumlah partai yang lolos ketentuan ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen, partai 

0074ersebut, yaitu : partai PDIP, partai Golkar, partai Gerinda, partai Demokrat, 

partai PKB, partai PAN, partai PKS, partai NASDEM, partai PPP dan juga partai 

Hanura 26. Sedangkan pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang diikuti oleh 16 

partai hanya menyisakan 9 partai yang akhirnya lolos ambang batas parlemen, yaitu: 

partai PDIP, partai Nasdem, partai Golkar, partai Gerindra, partai Demokrat, partai 

PKB, partai PKS, partai PAN, partai PPP. Sedangkan partai yang tidak lolos 

ketentuan ambang batas parlemen pada pemilu tahun 2019 sejumlah 7 partai, yaitu : 

partai Perindo, partai Berkarya, partai PSI, partai Hanura, partai PBB, partai Garuda 

dan juga partai PKPI. 

Ukuran jumlah ambang batas parlemen di masing-masing negara dunia berbeda-

beda, hal ini sangat dipengaruhi oleh keadaan historis masing-masing negara. 

Beberapa referensi dari berbagai negara dunia menunjukkan variabel yang berbeda, 

tidak ada nya batasan mutlak dalam penerapan nya, hal yang wajar yakni ada nya 

pengecualian dari mekanisme ambang batas parlemen27. Dalam menentukan besaran 

jumlah ambang batas, Nohlen berpendapat setidaknya terdapat empat kriteria pertama 

adalah besaran presentase perolehan suara dikomparasikan dengan egara-negara di 

dunia. Hal ini didapatkan dari besaran presentase perolehan suara yang umum di 

dunia seperti di Spanyol 3% hingga di Jerman sebesar 5% serta yang paling tinggi 

terdapat di Turki dengan besaran 5%. Lalu yang kedua, ambang batas yang 

diterapkan berdasarkan lokasi daerah pemilihan seperti di Spanyol, atau diterapkan 

secara nasional di Jerman atau di dua tingkat daerah pemilihan daerah dan nasional 

seperti di Swedia. Kemudian yang ketiga, ambang batas didsarkan pada tahap 

 
26 Markus H. Simarmata, Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di 

Indonesia, Jurnal Legilasi Indonesia Vol. 14, No. 03,  2017   
27 Sunny Ummul Firdaus, Relevansi…. Op.Cit, hlm 95-96. 
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penghitungan kursi. Kemudian yang keempat ambang batas yang dengan objek 

penghitungan koalisi partai28. 

Indonesia sebagai sebuah negara yang mengadopsi hukum dasar tertulis serta 

ketentuan dasar yang berdasarkan konstitusi.29 Indonesia menjalankan sistem 

presidensial secara demokratis berdasarkan ketentuan konstitusi. Seharusnya 

ketentuan ini juga merujuk kepada pembatasan jumlah partai yang ada di parlemen, 

karena dengan keadaan multipartai ekstrim akan menyebabkan kerentanan hubungan 

kekuasaan yang tidak harmonis dan terdapatnya pertentangan kekuasaan30.  Masalah 

yang sering dihadapi oleh Negara yang mengadopsi sistem multi partai adalah 

rentannya stabilitas politik yang disebabkan oleh banyaknya jumlah partai. 

Pemerintah eksekutif acap kali dan cenderung memperhitungkan kekuatan partai 

politik dalam setiap penggunaan wewenangnya, apalagi jika dalam suatu keadaan 

kekuasaan eksekutif yang memenangkan pemilu tidak di dukung dengan jumlah 

partai politik mayoritas di parlemen yang akan menyebabkan pemerintah akan 

bersifat transaksional agar menghindari goncangan dari partai politik yang lain. 

Sehingga ambang batas parlemen ini diciptakan sebagai solusi penekanan jumlah 

partai yang diidealkan menciptakan multi partai sederhana yang bertujuan 

menciptakan pemerintahan yang efektif dan penguatan sistem presidensial. 

Sistem pemerintahan presidensial mestinya keluar dari paradigma sistem multi 

partai guna mewujudkan kestabilan pemerintahan, dengan salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah melakukan penyederhanaan sistem kepartaian melalui 

ambang batas parlemen. Upaya penyederhanaan menjadi alternatif solusi konkrit bila 

 
28 Nohlen dalam Didik Supriyanto dan August Mellaz, Ambang Batas Perwakilan , Perludem, Jakarta 

2011, hlm.19. 
29 Saldi Isra, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rajawali Pers, Depok 2018, hlm. 5. 
30 Adlina Adelia, 2018, Relevansi Ambang Batas Parlemen (Paliamentary Treshold) dengan Sistem 

Pemerintahan Presidensial di Indonesia, Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 1 
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bertujuan untuk menata sistem pemerintahan. Sadar atau tidak sadar, kontruksi sistem 

kepartaian sangat berkontribusi terhadap stabilitas dan kemajuan pemerintahan31.  

Berangkat daripada pengalaman negara Indonesia menerapkan ambang batas 

parlemen yang kian meningkat dengan tujuan untuk menyederhanakan partai serta 

memperkuat sistem presidensial, maka penulis ingin mengkaji topik penelitian skripsi 

dengan judul “PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI 

PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN INDONESIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem 

Presidensial Indonesia, dalam Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi : 

Kompilasi Catatan Atas Dinamika Pemilu dan Pilkada di Era Reformasi, PT RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2016, hlm 1. 
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B. Rumusan Masalah  

Melalui uraian singkat yang sudah penulis jabarkan pada latar belakang di atas, 

maka didapatkan beberapa lingkup spesifik mengenai permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan skripsi ini, yakni: 

1. Apa alasan penentuan presentase ambang batas parlemen di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh ambang batas parlemen terhadap penguatan sistem 

pemerintahan Presidensial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai di dalam penelitian ini antara lain,  

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui serta mengkaji alasan penetapan ambang batas parlemen 

(parliamentary threshold). 

2. Untuk menganalisa dan mengkaji pengaruh ambang batas parlemen 

(parliamentary threshold) terhadap penguatan sistem presidensial dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan manfaat berupa: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu 

pengetahuan mengenai sistem ketanegaraan terkhusus mengenai 

ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) serta 

pengaruhnya terhadap penguatan sistem presidensial ditinjau dari 

perspektif hukum tata negara.  
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b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai bagaimana 

penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen 

(parliamentary threshold). 

2. Manfaat Praktis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan 

terhadap pembuat kebijakan terkhusus tentang ambang batas parlemen 

yakni DPR agar dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kaidah 

sistem ketatanegaraan Indonesia. 

b) Penilitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan 

kepada Partai Politik dalam mengetahui terkhusus besaran ambang batas 

parlemen di Indonesia. 

c) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan 

terkhusus tentang ambang batas parlemen kepada semua penyelenggara 

Pemilu di Indonesia. 

d) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan 

kepada lembaga eksekutif terkhusus tentang penerapan ambang batas 

parlemen dan pengaruhnya terhadap penguatan sistem presidensil di 

Indonesia.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini di tulis dengan judul “Penguatan Sistem Presidensial melalui 

Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Treshold) Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia”. Ruang Lingkup penelitian difokuskan terhadap analisa 

ilmu hukum tata negara yang berkaitan dengan penerapan Ambang Batas Parlemen 

dalam rangka upaya penguatan sistem Presidensial. Kerangka kajian, atau ruang 

lingkup penelitian ini, memberikan gambaran tentang batas-batas penelitian, 
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mempersempit masalah, dan membatasi wilayah penelitian untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas dan menghindari diskusi yang menympang.  

F. Kerangka Teori   

Kerangka Teori adalah suatu kerangka konsep tersistematis mengenai pandangan 

terhadap suatu gejala atau fenomena tentang suatu masalah untuk dijadikan acuan 

dalam memecahkan suatu masalah tersebut. Adapun kerangka teoritis yang  

digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Teori Legislasi 

Tujuan dari pembentukan undang-undangan yang baik yakni bertujuan 

membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang harus didasari oleh suatu 

asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan, yaitu kejelasan tujuan, 

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, 

hierarki serta muatan materi yang dapat dilaksanakan. Hirearki perundang-

undangan memiliki definisi tingkatan setiap jenis peraturan perundangan yang 

harus berdasarkan pada kesesuian asas bahwa peraturan perundang-undangan 

yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

Hirearki perundang-undangan selalu disesuaikan dengan konidisi kehidupan 

berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Hierarki peraturan  perundang-

undangan  yang  sebelumnya tercantum  dalam  UU No.10  Tahun  2004  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kini telah dicabut dengan UU No. 

12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  talah  

ditentukan  jenis  dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. Jenis dan hierarki itu, meliputi: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;  
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b) Ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat;  

c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d) Peraturan Pemerintah;  

e) Peraturan Presiden;  

f) Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari gagasan-

gagasan yang menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan. Kejelasan tujuan harus menjadi prioritas utama dalam pembuatan 

undang-undang dan peraturan. Agar suatu undang-undang dapat mencapai tujuan 

yang dimaksudkan, harus jelas, memenuhi keinginan masyarakat luas, dan 

menjamin keadilan dan kepastian hukum. Asas pembentukan peraturan 

Perundang undangan yang baik, meliputi: 

Pertama, asas kejelasan tujuan, yang menyatakan bahwa setiap peraturan 

perundang-undangan harus memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai; Konsep 

kedua adalah konsep penciptaan institusional atau pejabat pembentuk harus resmi 

dan tepat. Menurut asas ini, semua jenis peraturan perundang-undangan harus 

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang jika tidak, undang-

undang tersebut dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila dibentuk atau 

dibuat oleh perwakilan lembaga negara yang tidak sah; Ketiga, konsep kesesuaian 

antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang mengharuskan adanya 

pertimbangan yang tepat terhadap isi peraturan perundang-undangan selama 

pembentukannya sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan; 

Asas keempat adalah asas keberfungsian dan kedayagunaan, yang menyatakan 

bahwa setiap peraturan perundang-undangan hanya berlaku jika benar-benar 
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diperlukan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara; Asas yang kelima adalah setiap produk peraturan perundang-

undangan mesti memperhatikan efektifitas pembentukan dan arah pengaturannya 

dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis; Asas keenam adalah asas kejelasan 

rumusan, yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus 

berpedoman pada standar teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, 

sistematika, pilihan kata, dan bahasa hukum yang jelas dan dapat dipahami agar 

tidak menimbulkan berbagai penafsiran ketika itu diimplementasikan; Dan asas 

yang terakhir adalah Asas keterbukaan yang menyatakan bahwa setiap tahap 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan 

secara transparan dan terbuka. Akibatnya, terdapat kesempatan bagi semua 

lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembuatan undang-undangan. 

Hal yang sangat penting dalam sebuah pemerintahan, baik di pusat maupun 

daerah adalah keberadaan produk hukum yang akan bertujuan memenuhi 

kepentingan masyarakat Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan suatu peraturan 

perundang-undangan yang akan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara 

juga harus disertai dengan bagaimana efisiensi dari peraturan perundang-

undangan tersebut. Peraturan perundang-undangan sangat memiliki posisi 

strategis dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keadilan di Indonesia. 

Sehingga dalam membentuk produk hukum atau peraturan perundang-undangan 

diperlukan pedoman sehingga dapat diimplementasikan. Pedoman tersebut 

termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dan diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011, maka setiap 

pembentukan produk hukum mempunyai dasar dan pedoman. Pembentukan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
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Perundang-undangan tersebut merupakan pelaksanaan perintah Pasal 22 A 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194532. 

Sebuah teori yang disebut teori legislasi adalah mengkaji atau menganalisis 

proses pembuatan undang-undang, langkah-langkah tersebut ialah perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya. 

Teori legislasi ini banyak dikembangkan oleh banyak pakar, termasuk Aan 

Seidman, dkk., Hans Kelsen, Hans Nawiasky, Julius Stahl, dan Montesquieu, 

berkontribusi pada pengembangan ide ini. Teori ini digunakan untuk menyelidiki 

dan mengevaluasi apakah peraturan perundang-undangan dibuat dan dilaksanakan 

sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan, misalnya mengikuti atau tidak 

mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan33. 

2) Teori Sistem Presidensial 

Sistem presidensial atau yang sering juga dikenal dengan sistem kongresional 

adalah suatu sistem pemerintahan yang di terapkan di sebuah negara yang biasa 

nya berbentuk republik, yang kekuasaan eksekutif serta legislatif nya dipilih 

secara langsung dalam pemilu. Tetapi walaupun sama-sama dipilih secara 

langsung melalui pemilu, lembaga eksekutif dan legislatif ini memiliki kedudukan 

yang independen serta tidak saling berhubungan seperti dalam sistem 

parlementer. Dengan kedudukan yang independen dan tidak saling berhubungan 

ini kedua lembaga memiliki kedudukan, tugas fungsi dan wewenang yang 

berbeda. Sistem presidensial merupakan sistem yang paling banyak diterapkan di 

negara dunia, karena memiliki kedudukan yang cukup ideal dengan keadaan yang 

demokratis dengan kepala negara nya yang tidak memiliki kewenangan absolut 

 
32 Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, 

Perspektif 11, No. 3 (2016), hlm 226 
33 Zhaudiva Azzahra Putri dan Rahayu Subekti, Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang 

Cipta Kerja, Jurnal Demokrasi dan Ketahan Nasional, Vol.1,No.1, 2022 
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atas kekuasaannya yang dapat menyebabkan berubah menjadi bentuk yang tirani 

dan diktator34. 

Menurut Jimly Asshiddiqie sistem presidensial memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut:35 

a) Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga 

politik tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen, melainkan langsung 

bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden dan Wakil Presiden hanya 

dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum 

yang biasanya dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu yang jika 

dibiarkan tanpa pertanggungjawaban dapat menimbulkan masalah hukum 

yang serius seperti misalnya penghianatan pada negara, pelanggaran yang 

nyata terhadap konstitusi, dan sebagainya; 

b) Dalam hubungannya dengan lembaga parlemen, Presiden tidak tunduk 

kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya 

parlemen juga tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan 

kabinet sebagaimana dalam praktek sistem parlementer; 

c) Masa jabatannya tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau 7 

tahun, sehingga Presiden dan juga Wakil Presiden tidak dapat 

diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik. Di 

beberapa negara, periode masa jabatan ini biasanya dibatasi dengan tegas 

misalnya hanya 1 kali masa jabatan atau hanya 2 kali masa jabatan 

berturut-turut; 

d) Tanggungjawab pemerintahan berada di pundak Presiden dan oleh karena 

itu Presidenlah pada prinsipnya yang berwenang membentuk 

 
34 Radis Bastian, Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia, IRCiSoD, Yogyakarta 

2015, hlm 50-51. 
35 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm 

204-206. 
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pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para 

Menteri serta pejabat-pejabat publik yang pengangkatan dan 

pemberhentiannya dilakukan berdasarkan “political appointment”, karena 

itu dalam sistem ini, bisa dikatakan “concentration of governing power 

and responsibility upon the president”. Di atas Presiden, tidak ada 

institusi lain yang lebih tinggi, kecuali konstitusi, karena itu dalam sistem 

“constitutional state”, secara politik Presiden dianggap bertanggungjawab 

kepada rakyat, sedangkan secara hukum ia bertanggung jawab kepada 

konstitusi. 

e) Dalam sistem ini, tidak dikenal adanya pembedaan antara fungsi kepala 

negara dan kepala pemerintahan, sedangkan dalam sistem parlementer 

pembedaan dan bahkan pemisahan kedua jabatan kepala negara dan 

kepala pemerintahan itu merupakan suatu kelaziman dan keniscayaan 

Dalam negara yang menerapkan sistem presidensial sebagai sistem 

pemerintahan nya, tidak ada lembaga yang memiliki kedudukan begitu superior. 

Dikarenakan kebanyakan negara yang menganut sistem presidensial telah juga 

menerapkan trias politica.Sebab, Presiden dipilih secara langsung melalui pemilu 

bersama dengan wakil presiden yang akan bekerja dalam satu periode 

pemerintahan yang memiliki tugas sebagai kepala negara sekaligus kepala 

pemerintahan. Presiden akan dibantu dengan Wakil Presiden dan para menteri nya 

untuk melakukan segala tugas dan wewenang nya serta bertanggung jawab 

langsung kepada presiden36.  

Karakteristik dari sistem presidensial dalam pemerintahan adalah sebagai 

berikut :37 

 
36 Ibid 
37 Sumbodo Tikok, Hukum Tata Negara dalam Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara 

Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 151. 
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a) Presiden tidak dipilih oleh lembaga legislatif seperti dalam sistem 

parlementer, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu 

yang akan menyebabkan presiden merupakan bagian terpisah dari 

lembaga legisslatif; 

b) Karena Presiden tidak dipilih oleh lembaga legislatif dan merupakan 

bagian yang terpisah sehingga Presiden tidak memiliki tanggung 

jawab kepada lembaga legislatif serta juga tidak dapat dijatuhkan oleh 

lembaga legislatif dengan sebuah alasan politik; 

c) Presiden merupakan kepala lembaga eksekutif yang bertugas 

memimpin kabinetnya sendiri, sehingga semuanya diangkat oleh 

Presiden serta bertanggung jawab kepadan Presiden. Presiden juga 

sekaligus sebagai kepala negara (lambang negara) dengan masa 

jabatan yang telah ditentukan dengan pasti oleh UUD; 

d) Lembaga eksekutif dan legislatif tidak saling berhubungan dan 

memiliki kedudukan yang relatif setara, sehingga presiden tidak dapat 

juga membubarkan lembaga legislatif. 

Secara umum, sistem presidensial dinilai memiliki tiga kelebihan. Pertama, 

Makna demokrasi dengan pemilihan Presiden bersama dengan Wakil Presiden 

secara langsung dinilai lebih demokratis yang melibatkan seluruh masyarakat 

untuk dapat berpartisipasi mendelegasikan kedaulatan nya kepada calon presiden 

yang dipilih daripada pemilihan Presiden yang dilakukan oleh lembaga legislatif 

dalam sistem parlementer38.   

Yang kedua, dinamika pemerintahan dan politik cenderung stabil. Hal ini 

disebabkan oleh masa jabatan Presiden yang pasti (fixed term)berdasarkan 

 
38Ibrahim R, dkk, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, dalam Ni’matul Huda, 

Perkembangan Hukum Tata Negara : Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan, FH UII Press, 

Yogyakarta 2014, hlm 167. 
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ketentuan dari konstitusi / UUD NRI 1945, ketentuan ini berbeda dengan negara 

yang menganut sistem pemerintahan parlmenter dimana kepala eksekutif atau 

Presiden dapat dijatuhi mosi tidak percaya oleh badan legislatif kapan saja yang 

mengakibatkan kepala eksekutif/ Presiden jatuh dari kursi kekuasaannya.39 

Ketiga, adanya pemisahan kekuasaan yang berarti kedua lembaga eksekutif dan 

legislatif memiliki tugas pokok dan kewenangan yang berbeda sehingga 

pemerintah dibatasi kebebasan sehingga berarti bebas daripada tirani 

pemerintah40 

Walaupun terdapat banyak kelebihan, ternyata sistem presidensial juga 

terdapat beberapa kelemahan, yaitu pertama karena merasa sama-sama dipilih 

langsung oleh rakyat maka baik presiden maupun lembaga legislatif memiliki 

legitimasi dari rakyat yang sama kuat, sehingga pertentangan kekuasaan maupun 

konflik politik sering terjadi yang akan menyebabkan kebuntuan politik. Kedua, 

ketika Presiden merasa menghadapai lembaga legislatif kurang selaras dengan 

nya maka ia akan berupaya untuk mencari celah politik dan konstitusional agar 

menambah luas kewenangannya yang akan menimbulkan pemerintahan yang 

otoritarian tidak menghargai lembaga yang lain. Ketiga, seorang presiden dan 

anggota lembaga legislatif memiliki masa jabatan yang tetap (fixed term) 

sehingga apabila terdapat ketidakpuasan publik terhadap kinerja daripada pejabat 

tersebut tidak memiliki celah untuk menjatuhkannya, sehingga masyarakat harus 

menunggu dulu pejabat tersebut melakukan perbuatan penghianatan terhadap 

konstitusi agar dapat dijatuhkan. Kelemahan lain adalah terdapat nya hubunga 

tidak baik antara Presiden dan Wakil presiden yang disebabkan dengan timpang 

nya jumlah anggota partai politik Presiden dan Wakil Presiden yang ada di 

parlemen. 

 
39 Ibid 
40 Ibid 
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Masalah pada sistem presidensial akan lebih buruk jika dipadukan bersamaan 

dengan sistem multi partai. Pertama, Dalam sistem presidensial multipartai dapat 

terjadi presiden yang tidak didukung oleh mayoritas partai yang ada di parlemen 

atau lembaga legislatif. Akibat daripada sistem multi partai ini menyebabkan 

hampir tidak dapat nya satu partai memperoleh posisi mayoritas di lembaga 

legislatif termasuk partai presiden. Hal ini mengakibatkan minim nya dukungan 

parlemen terhadap presiden yang akan menyebabkan terjadi nya kebuntuan 

politik dan hubungan yang tidak baik antar lembaga serta berakibat sangat buruk 

terhadap kinerja Presiden. Kedua, sering terdapat kompromi politik eksternal 

presiden menggunakan hak preogratif nya dalam membentuk kabinet, hal ini 

dapat mengakibatkan tidak independen nya seorang presiden dalam membentuk 

kabinet karena akan mencoba mengakomodasi kepentingan partai politik 

parlemen ketika membentuk kabinet nya. Akibat daripada hal ini adalah banyak 

menteri yang akan bekerja tidak sesuai dengan bidangnya.  

Terlepas dari kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh sistem presidensial, 

kebutuhan asasi akan adanya sebuah pemerintahan yang stabil merupakan tujuan 

utama diselenggarakannya pemerintahan. Hal itu sejatinya merupakan indikator 

terbaik, apakah memang sebuah sistem pemerintahan patut dipertahankan atau 

tidak. Dalam konteks nyata, baik sistem presidensial maupun sistem parlementer 

telah memiliki contoh masing-masing yang berhasil maupun yang gagal. Dalam 

batas-batas tertentu sistem presidensial, dengan fixed term yang dimilikinya, 

memang lebih memungkinkan mewujudkan kestabilan politik Apalagi dalam 

konteks negara yang demikian heterogen Dalam kasus Indonesia, misalnya, 

justru sistem parlemen ter, yang tidak dilengkapi oleh pemantapan budaya politik 

demokrasi yang memadai dan kepentingan segelintir elit bermental oportunis-

otoriterian, di tahun 1950-an telah memicu ketidakstabilan politik yang kemudian 

mengundang intervensi kekuatan diktatorial dengan dukungan penuh dari militer. 
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Sehingga teori sistem presidensial apabila dikaitkan dengan skripsi ini akan 

membantu sebagai pisau analisis penulis dalam mengembangkan skripsi ini serta 

dapat berfungsi sebagai alat untuk memperdalam informasi untuk mengkaji topik 

skripsi ini secara lengkap.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (metode 

penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan 

penelitian hukum kepustakaan (data sekunder) yang dilakukan dengan 

melakukan penelitian pada bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder 

belaka41.  

Penelitian ini dilakukan demi mendapatkan bahan-bahan hukum yang 

meliputi: teori, konsep, asas hukum serta peraturan yang akan memiliki 

hubungan dengan topik bahasan yang dipilih oleh penulis. Lebih jelasnya lagi 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menguraikan jenis penelitian hukum 

meliputi: 

a) Penelitian terhadap asas-asas hukum; 

b) Penelitian terhadap sistematika hukum; 

c) Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal; 

d) Penelitian perbandingan hukum; dan 

 
41 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13. 
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e) Penelitian sejarah hukum42. 

Dengan penulisan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat mengatasi 

isu politik hukum yang berkembang terkhusus mengenai ambang batas 

parlemen dan penguatan sistem presidensial. 

2. Jenis dan Bahan Penelitian 

Untuk mengumpulkan data dari berbagai perspektif tentang topik yang 

diteliti, penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan. Untuk 

memecahkan masalah tentang topik yang sedang diteliti dalam penelitian 

hukum perlu diselesaikan dengan menggunakan pendekatan penelitian 

hukum43. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan 

antara lain: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) ini 

digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan 

dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti44. 

Pendekatan ini diharapkan dapat membantu penulis menemukan 

kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara undang-undang yang 

satu dengan undang-undang yang lain secara vertikal dan horizontal 

dalam hirearki peraturan perundang-undangan. Hasil dari kajian ini 

berupa suatu asumsi dalam penyelesaian topik yang sedang 

diteliti45. 

 
42 Ibid., hlm 14. 
43  Muhaimin, Metode Penelitian Hukum,Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 55. 
44 Ibid., hlm. 56.. 
45 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum-edisi revisi, Kencana Pranada Media Group, Jakarta 

,2016, hlm 133-134 



28 
 

 
 

Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) dapat 

digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait ambang 

batas parlemen dan penguatan sistem presidensial. 

b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual merupakah sebuah doktrin serta 

pandangan yang bergerak dibidang hukum dalam mengkaji 

permasalahan yang dihadapi, peneliti akan mendapatkan pencerahan 

yang bertujuan melahirkan suatu ide dan pemahaman berupa asas-asas 

hukum, pengertian hukum yang memiliki relevansi dengan topik yang 

diteliti dalam konsep hukum46. 

 Pendekatan ini berasal dari suatu doktrin serta pandangan yang 

telah matang  dalam ilmu hukum47. Pendekatan penelitian ini diplih 

dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam sebuah 

penelitian hukum48.  

c. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Pendekatan Historis dilakukan dengan melihat asal usul latar 

belakang apa yang akan dipelajari serta perkembangan hukum 

mengenai isu yang diteliti49. Dengan menggunakan pendekatan ini 

penulis akan mengkaji latar belakang mengenai peningkatan ambang 

batas parlemen dan dampaknya terhadap penguatan sistem presidensial 

 

 
46 Ibid., hlm. 135. 
47 Ibid., hlm.93-95 
48 Muhaimim, op.cit, hlm, 57. 
49 Ibid., hlm. 57 
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3. Bahan dan Sumber Penelitian 

Dalam penelitian ini akan menggunakan tiga buah jenis bahan hukum, 

yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan  hukum tersier. 

Nantinya ketiga jenis bahan hukum tersebut akan digunakan sebagai media 

atau alat dalam pemecah permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian 

ini.  

Bahan hukum yang digunakan, antara lain sebagai berikut 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undang 

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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7) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan bukum yang dapat 

membantu atau menunjang dalam menganalisis maupun memahami 

serta memberi penjelasan dari bahan hukum primer50. Bahan hukum 

ini terdiri dari buku hukum, putusan MK,jurnal hukum, pandangan 

para ahli hukum, hasil penelitian hukum maupun kamus hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder51. Bahan hukum ini disebut juga dengan 

bahan non hukum yang digunakan antara lain adalah kamus, 

ensiklopedia, dan lain sebagainya. 

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum 

Pada tahapan penelitian yang selanjutnya, penulis akan melakukan 

pengumpulan bahan-bahan hukum yang terkait dan relevan terhadap 

permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang akan 

dilakukan dengan studi pustaka (bibliography study) dengan menelusuri 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. 

Pada studi pustaka (bibliography study) akan mengkaji informasi tertulis 

mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan akan dipublikasikan 

secara luas52, sehingga penulis dapat mencari dan meneliti mengenai 

 
50 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 63. 
51 Ibid., hlm 63. 
52 Ibid., hlm. 64. 



31 
 

 
 

penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen 

(parliamentary threshold) 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

teknik deskriptif dan historis analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan 

cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah 

dikumpulkan. Kemudian bahan hukum akan diidentifikasi, dikualifikasi, 

dihubungkan serta dikomparasikan satu sama lain untuk agar dapat 

ditemukan jawaban dari masalah yang sedang diteliti. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang akan penulis gunakan di dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik 

kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap 

permasalahan konkret yang dihadapi. Metode ini merupakan sesuatu yang 

memakai logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan berlandaskan 

beberapa premis yang diberikan. Premis-premis (premis mayor dan premis 

minor) yang dihasilkan dari perumusan-perumusan proposisi sehingga akans 

memunculkan sebuah konklusi terhadap penelitian yang diteliti. 
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